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Abstrak : 

Masyarakat mengalami penurunan pendapatan akibat kehilangan pekerjaan atau PHK, 

padahal masyarakat mempunyai kewajiban melakukan pembayaran kredit.  Oleh karena itu, 

Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Wabah Virus Corona 2019 

Terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk 

mengetahui dan menganalisis pengaturan Peraturan Lembaga Jasa Keuangan Nomor 

14/POJK.05/2020 Republik Indonesia, dan kedua, untuk mengetahui dan menganalisis 

perlindungan hukum terhadap debitur di non- pinjaman bank. adalah untuk Pembayaran sesuai 

dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/POJK.05/2020. Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum normatif dengan metode penelitian dokumen dan penelitian 

kepustakaan dengan menggunakan bahan kode hukum primer dan sekunder, dan analisisnya 

menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan temuan tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Republik Indonesia No. 14/POJK.05/2020 memuat ketentuan umum penetapan kualitas aset 

berupa pendanaan dan restrukturisasi pendanaan. Untuk alasan penegakan hukum dan kepastian 

hukum, bentuk perlindungan hukum bagi debitur saat melunasi pinjaman bukan bank berdasarkan 

Surat Perintah Nomor 14/POJK.05/2020 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/2020. 

Kata kunci  :  Debitur, Pembayaran Kredit Non Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

 

Abstract : 

People experience a decrease in income due to job losses or layoffs, even though people 

have an obligation to make credit payments. Therefore, the Financial Services Authority has 

issued Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.05/2020 concerning 

Countercyclical Policy on the Impact of the 2019 Corona Virus Outbreak on Non-Bank Financial 

Services Institutions. The purposes of this study are, firstly, to identify and analyze the regulation 

of Financial Services Institutions Regulation Number 14/POJK.05/2020 of the Republic of 

Indonesia, and secondly, to identify and analyze legal protection for debtors in non-bank loans. is 

for Payment in accordance with the regulation of the Financial Services Authority of the Republic 

of Indonesia No. 14/POJK.05/2020. This research is a normative legal research with document 

research methods and library research using primary and secondary legal code materials, and the 

analysis uses descriptive analysis. Based on these findings, the Regulation of the Financial 

Services Authority of the Republic of Indonesia No. 14/POJK.05/2020 contains general provisions 

for determining asset quality in the form of funding and funding restructuring. For reasons of law 

enforcement and legal certainty, the form of legal protection for debtors when paying off non-bank 

loans is based on Order Number 14/POJK.05/2020 Financial Services Authority Number 14/2020. 
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A. Pendahuluan 

Perkembangan berbagai aspek 

kehidupan manusia terutama pada 

aspek ekonomi, diiringi dengan ber 

kembangnya kebutuhan manusia yang 

meningkat, sehingga bekerja sebagai 

sumber penghasilan, namun karena 

tingginya kebutuhan manusia yang 

beraneka ragam membuat sumber 

penghasilan yang manusia dapatkan 

tidak dapat memenuhi seluruh kebutu 

han manusia, untuk memenuhi kebutu 

han tersebut manusia bekerja dan me 

manfaatkan segala fasilitas pembiaya 

an kredit. 

Pasal.1.angka. 11. Undang - Un 

dang. Nomor. 10. Tahun. 1998. Ten 

tang Perban kan menyatakan. bahwa 

Kredit adalah penyediaan dana yang 

disediakan oleh Bank untuk diberikan 

kepada pihak lain dengan dasar kese 

pakatan pinjam meminjam untuk 

jangka waktu tertentu dapat dilunasi 

oleh pihak peminjam dengan ditam 

bah bunga.
2
. Selanjutnya menurut 

                                                           
2
 Pasal 1. angka 11. Undang-Undang. 

Republik Indonesia. Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan.Atas Undang-Undang. 

Nomor 7 Tahun 1992. tentang Perbankan. 

Lembaran.Negara Republik..Indonesia.Tahun 

1998 Nomor.182. Tambahan. Lembaran.Ne 

gara. Republik. Indonesia Nomor.3790. 

Pratama Raharja sebagaimana dikutip 

oleh Leden Marpaung mengutarakan. 

“Jenis - jenis. kredit yakni. kredit 

berprioritas. tinggi dan. kredit. tidak 

berprioritas. tinggi”
3
. 

Pada situasi pandemi Covid-19 

masyarakat mengalami penurunan 

pendapatan akibat kehilangan peker 

jaan atau PHK, padahal sebelum 

pandemi Covid-19 ada masyarakat 

yang sudah terikat pada perjanjian 

kredit yang mengharuskan masyara 

kat memenuhi kewajiban melakukan 

pembayaran kredit, oleh sebab itu 

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya 

disebut OJK) menerbitkan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya 

disebut POJK) Nomor 11/ POJK. 

03/2020 tentang Stimulus Perekono 

mian Nasional sebagai Kebijakan 

Countercyclical Dampak Penyebaran 

Coronavirus Disease 2019 untuk mem 

berikan keringanan pada debitur da 

lam pembayaran kredit. Pasal 2 ayat 

(2) menyatakan bahwa..Kebijakan. 

untuk mendukung..penggerak partum 

buhan ekonomi..sebagaimana. dimak 

                                                                           
(selanjutnya ditulis UU Perbankan Nomor 10 

Tahun 1998) 
3
Leden Marpaung. 2003. Pemberan 

tasan. dani Pencegahan. Tindak Pidana. 

Terhadap Perbankan., Djambatan, .Jakarta. 

hlm.73 
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sud.pada. ayat (1) meliputi: ..a. Kebi 

jakan penetapan kualitas. aset, b.Ke 

bijakan restrukturisasi. kredit atau 

kredit;
4
 keringanan pembayaran kredit 

diberikan bagi. debitur yang. Terdam 

pak. Covid-19 baik secara langsung. 

maupun. tidak langsung. 

Menurut Subekti bahwa dengan 

mengajukan pembelaan ini, debitur 

menyatakan bahwa kegagalannya un 

tuk melakukan apa..yang dijanjikan 

nya disebabkan oleh keadaan yang. 

sama sekali tidak terduga dan bahwa 

ia. tidak..dapat melakukan apa pun 

tentang keadaan.atau peristiwa.yang 

tidak terduga.
5
.   

Pasal 1 POJK Nomor 11/POJK. 

03/2020 “mengatur relaksasi kredit 

bagi perbankan seperti Bank Umum 

Konvensional, Bank Umum Syariah, 

Bank Perkreditan Rakyat dan lain-

lain”
6
, sedangkan lembaga pembia 
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 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas. 

Jasa Keuangan.Republik Indonesia.Nomor 

11/ POJK.03/2020.tentang.Stimulus Pereko 

nomian.Nasional Sebagai.Kebijakan Counter 

cyclical Dampak Penyebaran Coronavirus 

Disease 2019. Lembaran.Negara Republik. 

Indonesia Tahun 2020 Nomori 76. Tamba 

hani Lembaran Negarai Republik Indonesiai 

Nomor 6480. (selanjutnya ditulis dengan 

POJK Nomor 11/POJK03/2020) 
5
 Subekti. 2002. Hukum Perjanjian. 

PT Intermasa, Jakarta. hlm 55 
6
 POJK Nomor 11/POJK03/2020. 

Op.Cit. Pasal 1  

yaan tidak hanya sebatas perbankan 

tetapi lembaga pembiayaan non per 

bankan seperti leasing. Miranda Nasi 

hin mengatakan “Lembaga pembia 

yaan lahir dalam rangka menunjang 

pertumbuhan ekonomi, sebagai penye 

dia dana yang dibutuhkan masyarakat, 

juga sebagai sumber dana pembang 

unan”
7
. Menurut Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 1169/KMK.01/ 

1991 bahwa Leasing atau yang juga 

disebut dengan sewa guna usaha. 

merupakan. kegiatan pembiayaan. Da 

lam bentuk penyediaan. barang mo 

dal. baik secara. sewa guna usaha 

dengan. hak opsi (finance lease) atau. 

tanpa hak opsi.(operating lease) yang 

digunakan. oleh nasabah pada jang 

ka.waktu.tertentu berdasarkan. Pemba 

yaran. secara berkala
8
. Dalam peneliti 

an ini penulis akan meneliti bagaima 

na pengaturan dari POJK Nomor 

14/POJK.05/2020 dan perlindungan 

hukum bagi debitur dalam pembaya 

ran kredit non perbankan berdasarkan 

POJK Nomor 14/POJK.05/2020. 

                                                           
7
 Miranda Nasihin. i2012. SegalaiHal 

TentangiHukum LembagaiPembiayaan, ice 

takan I. Buku Pintar, iYogyakarta. Hlm.9 
8
Keputusan MenteriiKeuangan Repu 

blikiIndonesia Nomori1169 / KMK.01 / 1991 

tentang KegiataniSewa Guna iusaha (Lea 

sing). 
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Penelitian ini bisa memberikan 

informasi kepada masyarakat akan 

adanya hak bagi masyarakat (debitur) 

untuk mendapatkan relaksasi kredit 

dalam kewajibannya untuk melaku 

kan pembayaran kredit menurut 

POJK Nomor 14/ POJK.05/2020 dan 

peraturan tersebut dapat dijalankan 

dengan baik dan memberikani perlin 

dungan hukum bagiidebituri dalam 

pembayaran kredit dii masa pandemi 

Covid-19, berdasarkani latar bela 

kangi diatasi maka penelitii mengam 

bil judul PerlindunganiHukumi Bagii 

Debitur Dalami Pembayaran Kredit 

Non Perbankan iBerdasarkan Peratu 

ran Otoritas Jasai Keuangan Republik 

Indonesia Nomori: 14/POJK.05/2020. 

 

B. Pembahasan 

Pengaturan dari POJK Nomor 

14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan 

Countercyclical Dampak Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 Bagi 

Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 

POJK Nomor 14/POJK.05/2020, 

“Lembaga jasa keuangan non bank 

yang. selanjutnya disebut LJKNB 

adalah. lembaga yang melaksanakan. 

kegiatan di. sektor perasuransian., 

dana pensiun, .lembaga pembiayaan. 

dan lembaga. jasa keuangan lain 

nya”
9
. Pada Pasal 2 ayat 3 menjelas 

kan bahwa. Lembaga pembiayaan ter 

bagi atas :  

a. Perusahaan Pembiayaan; 

b. Perusahaan Pembiayaan Syari 

ah; 

c. Perusahaan Modal Ventura; 

d. Perusahaan Modal Ventura 

Syariah; dan 

e. Perusahaan Pembiayaan Infra 

struktur.”
10

 

 

Mengenai. Kebijakan countercy 

clical. yang. merupakan.dampak.dari 

penyebaran. Covid-19 bagi. LJKNB 

dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) 

POJK Nomor 14/POJK.05/2020.meli 

puti : 

a. batas. waktu untuk penyam 

paian. laporan berkala 

b. melakukan tes penilaian yang 

sesuai 

                                                           
9
 Pasal 1 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangani Republik Indonesia Nomor 14/ 

POJK.05/2020i tentangi KebijakaniCounter 

cyclical DampakiPenyebaran Coronavirusi 

Disease 2019 Bagi. iLembaga Jasa Keu 

angani Nonbank. Lembarani Negara Repu 

bliki Indonesiai Tahun 2020iNomori102. 

TambahaniLembaran Negarai Republik Indo 

nesiaiNomor 6489. (selanjutnya ditulis de 

ngan POJK Nomor 14/POJK05/2020) 
10

 Ibid. Pasal 2 ayat 3  
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c. penetapan. kualitas aset dalam 

bentuk pembiayaan dan res 

trukturisasi 

d. perhitungan tingkat solvabili 

tas perusahaan asuransi, mau 

pun perusahaan asuransi yang 

berbasis syariah 

e. perhitungan. kualitas pendana 

an dana. pensiun 

f. pelaksanaan. ketentuan penge 

lolaan. aset dana pensiun 

g. kebijakan kebijakan lainnya 

yang diatur oleh OJK
11

 

 

Pasal 8 ayat (1) POJK Nomor 

14/POJK.05/2020 diatur bahwa pla 

fond pembiayaan yang dimaksud 

adalah paling Rp. 10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah) yang terkena 

dampak penyebaran covid-19 dapat 

didasarkan pada ketepatan pembaya 

ran pokok dan / atau bunga atau mar 

gin / bagi hasil / ujrah.
12

  

Penetapan Debitur yang terkena 

dampak penyebaran Covid-19 dijelas 

kan dalam Pasal 11 ayat (3) Penje 

lasan Atas POJK Nomor 14/POJK. 

05/2020 antara lain :  

                                                           
11

 Ibid. Pasal 3 ayat (1)  
12

 Ibid. Pasal 8 ayat (1)  

a. Debitur dinyatakan positif 

covid-19, dan mengalami kesu 

litan untuk memenuhi kewaji 

bannya pada LJKNB  

b. Usaha debituri terdampak lang 

sung akibat Covid-19, sehing 

ga kesulitan untuki memenuhii 

kewajibannya pada LJKNB.  

c. Usahaidebitur tidak terdam 

paki langsung akibat Covid-

19, sehingga kesulitan untuk 

memenuhi kewajibannya pada 

LJKNB.
13

 

 

Perlindungan hukum bagi debi 

tur dalam pembayaran kredit non 

perbankan berdasarkan POJK Nomor 

14/POJK.05/2020. Perlindungan ke 

pentingan dicapai melalui adanya 

aturan-aturan sosial, salah satunya 

adalah aturan hukum. Menurut Sudik 

no Mertokusumo, “Pada hakikatnya 

hukum adalah kekuasaan. Ia mengatur 

dan menjamin ketertiban serta mem 

batasi kebebasan gerak individu. 

Hukum tidak dapat berfungsi tanpa 

kekuasaan. Keadilan.” adalah kekua 

                                                           
13

 Ibid. Pasal 11 ayat (3)  
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saan, kekuasaan untuk mengusahakan 

ketertiban.”
14

 

R. Setiawan mengatakan bahwa 

perikatani merupakan suatu hubungan 

antara duai orang ataui lebih berkena 

an dengan sifat harta kekayaannya 

yang mana pihaki yang. satui sebagai 

kreditur berhaki atas sesuatu dan 

pihaki lain sebagai debituri memilikii 

kewajibani. atas sesuatu prestasi.
15

  

Pasal 1 ayat 3 POJK Nomor 

14/POJK.05/2020 menyatakan “debi 

tur adalah badan usaha atau orang 

perseorangan yang menerima pembia 

yaan dari Lembaga Jasa Keuangan 

Nonbank”
16

. 

Menurut pendapat dari Koma 

riah bahwa tujuan perikatan merupa 

kan salha satu unsur dari perikatan 

yaitu terdiri 3. (tiga) . macam : 

a. memberikani atau menyerah 

kani sesuatu. 

b. berbuati atau melakukan sesua 

tu. 

                                                           
14

 Sudikno Mertokusumo. 2008. 

Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi 

Kelima, Cetakan Keempat, Liberty, Yog 

yakarta, Agustus. hlm.20  
15

 R. Setiawan. 1987. Pokok-Pokok 

Hukum Perikata, Cetakan Keempat. Bina 

Cipta, Bandung. hlm. 2 
16

 POJK Nomor 14/POJK05/2020. 

Op.Cit. Pasal 1 ayat 3   

c. tidak berbuat atau tidak mela 

kukan sesuatu
17

 

 

Debitur mendapat perlindungan 

hukum dari POJK Nomor 14/POJK. 

05/ 2020 antara lain : 

1. berdasarkan Pasal 3 ayat (1) 

huruf c, debitur dapat menga 

jukan pembiayaani dan restruk 

turisasi pembiayaan 

2. berdasarkan Pasal 3 ayat (2), 

kebijakan countercyclical ha 

rus memperhatikan prinsip 

kehati-hatian
18

 

3. berdasarkan Pasal 3 ayat (2) 

Penjelasan Atas POJK terse 

but, yaitu dengan menerapkani 

prinsip kehati-hatiani, manaje 

men risiko, idan tataikelola 

perusahaani yang baik terma 

suki pelaksanaan kebijakani 

countercyclical oleh LJKNB  

4. berdasarkan Pasal 9 ayat (1) 

Penjelasan Atas POJK terse 

but, bahwa proses restrukturi 

sasi dapat dilakukan untuk 

seluruh pembiayaan yang dimi 

                                                           
17

 Komariah, 2017. Hukum Perdata, 

Edisi Revisi, Cetakan Ketujuh. Universitas 

Muhammadiyah, Malang. hlm. 125  
18

 POJK Nomor 14/POJK05/2020. 

Op.Cit. Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2)  
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liki oleh debitur tanpa batasan 

plafon yangi terdampak. Co 

vid-19. Restrukturisasi dapat 

dilaksanakan dengan. cara : pe 

nurunan. bunga, perpanjangan. 

jangka waktu, penundaan seba 

gian pembayaran, pengurang 

ani Tunggakani pokok, pengu 

rangani tunggakani bunga, pe 

nambahan. pembiayaan dan be 

berapa cara lain.
19

 

 

C. Penutup 

Berdasarkan pembahasan dapat 

ditarik kesimpulan, bahwa pengaturan 

dari POJK Nomor 14/POJK.05/2020 

telah memberikan perlindungan hu 

kum. POJK Nomor 14/POJK.05/2020 

memberikani perlindungan hukum 

kepada debitur dalami pembayaran 

krediti non perbankan berdasarkan 

Pasal 3 ayat (1) huruf c, Pasal 3 ayat 

(2), Pasal 9 ayat (1) Penjelasan Atas 

POJK Nomor 14/POJK.05/2020 dan 

Pasal 3 ayat (2) Penjelasan Atas 

POJK Nomor 14/POJK.05/2020. 
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 Penjelasan POJK Nomor 

14/POJK05/2020. Pasal 3 ayat (2), Pasal 9 

ayat (1)   
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B. Peraturan Perundang-Undang 

an 

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 
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Tahun 1998 Nomor 182. . 
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Keputusan Menteri Keuangan Repu 

blik Indonesia Nomor 1169 / 

KMK.01/1991 tentang Kegiatan 

Sewa Guna Usaha (Leasing). 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Re 

publik Indonesia Nomor 11/ 

POJK.03/2020 tentang Stimu 

lus Perekonomian Nasional 

Sebagai Kebijakan Countercy 

clical Dampak Penyebaran 

Coronavirus Disease 2019. 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 

76. Tambahan Lembaran Ne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gara Republik Indonesia No 

mor 6480. 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 

14/POJK.05/2020 tentang Ke 

bijakan Countercyclical Dam 

pak Penyebaran Corona 

virus Disease 2019 Bagi Lem 

baga Jasa Keuangan Non 

bank. Lembaran Negara Repu 

blik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 102. Tambahan Lemba 

ran Negara Republik Indone 

sia Nomor 6489. 
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